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Abstract. This study aims to determine and analyze the simultaneous influence of taxpayer awareness, tax policy,
taxpayer perception, and tax sanctions on compliance regarding the Land and Building Tax (PBB). A quantitative
approach was employed, utilizing descriptive statistics for data analysis. The study population consisted of 93
PBB taxpayers in Korowelanganyar Village. Non-probability sampling, specifically the purposive sampling
method, was used. The results indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer
compliance; this is evidenced by a calculated t-value of 2.968 (exceeding the t-table value of 1.987) and a
significance value of 0.004 (< 0.05). Tax policy also has a positive and significant effect on PBB taxpayer
compliance, evidenced by a calculated t-value of 4.374 (exceeding the t-table value of 1.987) and a significance
value of 0.000 (< 0.05). Taxpayer perception has a positive and significant effect on PBB taxpayer compliance,
with a calculated t-value of 5.289 and a significance value of 0.000 (< 0.05). Tax sanctions have a positive and
significant effect on PBB taxpayer compliance, evidenced by a calculated t-value of 4.655 (exceeding the t-table
value of 1.987) and a significance value of 0.000 (< 0.05). Collectively, taxpayer awareness, tax policy, taxpayer
perception, and tax sanctions have a positive and significant simultaneous effect on PBB taxpayer compliance.
This is evidenced by the F-test results, which show a calculated F-value of 25.910 exceeding the F-table value of
2.48 with a significance level of 0.000 < 0.05.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kebijakan
pajak, persepsi wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan statistik
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 93 wajib pajak PBB di Desa Korowelanganyar. Teknik yang
digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Berdasarkan
hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal
ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,968, lebih besar daripada t tabel sebesar
1,987, serta nilai signifikansi 0,004 < 0,05. Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,374 yang lebih besar daripada t
tabel sebesar 1,987 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,289 dengan nilai
signifikansi 0,000 < 0,05. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB.
Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,655, lebih besar daripada t tabel sebesar 1,987, serta nilai
signifikansi 0,000 < 0,05. Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB. Hal ini dibuktikan melalui
hasil uji F yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 25,910, lebih besar daripada F tabel sebesar 2,48, dengan
tingkat signifikansi 0,000 < 0,05.

Kata kunci: Kebijakan Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Pajak; Persepsi Wajib Pajak; Sanksi Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam
membiayai berbagai kebutuhan dan penyelenggaraan pemerintahan, seperti pembangunan
infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pertahanan negara (Avira et al.,

2025). Pada tahun 2024, kontribusi penerimaan pajak tercatat mencapai kurang lebih 70% dari
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total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan memiliki peran penting
sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perumusan, pengelolaan, serta pelaksanaan
kebijakan di bidang perpajakan di Indonesia (Avida, 2024).

Di Indonesia, sistem perpajakan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak pusat
dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan,
Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), serta Bea Meterai. Sementara itu, pajak daerah
mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan,
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi daerah, serta jenis
pajak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Putri, 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, khususnya Pasal 1 ayat (1), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang
harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan usaha. Kewajiban ini bersifat
memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan
secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi sebesar-besarnya
kemakmuran masyarakat (Azahrah, 2024).

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan
pembangunan nasional, termasuk dalam menunjang pelaksanaan strategi pembangunan
ekonomi ditingkat daerah yang dirancang oleh pemerintah daerah. Strategi tersebut tidak hanya
berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga bertujuan untuk
mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama
(Agmarina, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar
PBB masih tergolong rendah di berbagai daerah. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya
wajib pajak yang menunggak, terlambat membayar, atau bahkan tidak melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut juga menjadi latar belakang berbagai penelitian
yang menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan utama
dalam sistem perpajakan daerah (Ristamada, 2025).

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib
pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan kemauan individu untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa

kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
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pajak dalam membayar PBB. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, maka
semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Nazwah, 2023).

Selain itu, kebijakan pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan.
Kebijakan pajak yang jelas, adil, dan mudah dipahami akan memberikan kemudahan bagi
wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, kebijakan yang kompleks dan
kurang transparan dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan tingkat kepatuhan
wajib pajak (Natalia, 2025).

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah persepsi wajib pajak terhadap sistem
perpajakan. Persepsi ini mencakup pandangan wajib pajak mengenai keadilan pajak,
kemudahan pelayanan, serta manfaat pajak bagi masyarakat. Apabila wajib pajak memiliki
persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan, maka akan mendorong munculnya perilaku
patuh dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa
pemahaman dan persepsi yang baik terhadap pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
(Muhnia, 2023).

Di sisi lain, sanksi pajak juga berperan sebagai alat pengendali dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak
yang tidak patuh. Dengan adanya sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan wajib pajak akan
lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya (Puspitasari, 2024).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten
Kendal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli
Daerah. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum sepenuhnya optimal,
yang ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban
perpajakannya secara tepat waktu.

Ketidakmerataan tingkat kepatuhan antar wilayah serta kecenderungan keterlambatan
pembayaran pajak menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi
perilaku wajib pajak. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi
masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan
yang diterapkan, persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, serta efektivitas penerapan
sanksi pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk menganalisis faktor-
faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan,
khususnya di tingkat desa/kelurahan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak serta sebagai
dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak

daerah.
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Kelurahan Korowelanganyar sebagai salah satu wilayah administrasi juga menghadapi
permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak PBB. Masih adanya wajib pajak yang belum
sepenuhnya patuh dalam membayar pajak menunjukkan bahwa perlu adanya kajian lebih lanjut
terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk
menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, persepsi wajib pajak, dan
sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di wilayah tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, persepsi wajib pajak,
serta penerapan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi
kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Korowelanganyar.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam
merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta
optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Korowelanganyar
Tahun 2020-2025.

Realisasi PBB Persentase Pertumbuhan
Tahun Target PBB (Rp) (Rp) Realisasi (%) Realisasi (%)
2020 415.000.000 372.850.000 89,84 -
2021 425.000.000 386.720.000 90,99 3,72
2022 440.000.000 401.580.000 91,27 3,84
2023 455.000.000 417.940.000 91,86 4,07
2024 470.000.000 431.680.000 91,85 3,29
2025 485.000.000 446.930.000 92,15 3,63

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Desa Korowelang selama periode 2020-2025 mengalami peningkatan
setiap tahun. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan mencapai Rp372.850.000 atau 89,84% dari
target yang ditetapkan. Tahun 2021 realisasi meningkat menjadi Rp386.720.000 (90,99%),
kemudian kembali meningkat menjadi Rp401.580.000 (91,27%) pada tahun 2022. Pada tahun
2023 realisasi mencapai Rp417.940.000 (91,86%), meningkat menjadi Rp431.680.000
(91,85%) pada tahun 2024, dan mencapai Rp446.930.000 (92,15%) pada tahun 2025.

Walaupun realisasi penerimaan menunjukkan tren positif, target penerimaan PBB belum
sepenuhnya tercapai pada setiap tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB masih perlu
ditingkatkan. Faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, persepsi wajib
pajak, dan penerapan sanksi pajak diduga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan

dalam pembayaran PBB.
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Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti
sebelumnya dengan berbagai variabel yang memengaruhi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Ridwan, Nurodin, dan Tanjung (2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran
wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban
perpajakan. Selain itu, penelitian oleh Anggawati dan Susilowati (2025) menemukan bahwa
persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, termasuk pemahaman dan kepercayaan
terhadap kebijakan pajak, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tauhid dkk. (2025) menyatakan bahwa
sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang
tidak patuh, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Sementara itu, penelitian Natalia dan
Subagyo (2025) menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang jelas, adil, dan mudah dipahami
juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan yang baik akan
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban
perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan
wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak
seperti kesadaran dan persepsi, maupun faktor eksternal seperti kebijakan pajak dan sanksi
perpajakan. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga
hasil penelitian sebelumnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh wilayah. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh kesadaran wajib pajak,
kebijakan pajak, persepsi wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak

Bumi dan Bangunan di Kelurahan Korowelanganyar Kabupaten Kendal.

2. KAJIAN TEORITIS

Grand theory dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan
hubungan antara kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, persepsi wajib pajak, dan sanksi pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori yang digunakan adalah Teori Kepatuhan (Tax
Compliance Theory) dan Teori Atribusi (Attribution Theory) yang diperkuat dengan

pendekatan modern berbasis perilaku (behavioral approach).



Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi
dan Bangunan di Kelurahan Korowelanganyar

Endah Nurhayati Dwi Puspitasari (2024) judul penelitian Pengaruh Pemahaman Pajak,
Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pemahaman pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. penelitian ini memiliki perbedaan karena tidak
menggunakan variabel pemahaman atau pengetahuan pajak, melainkan menambahkan variabel
kebijakan pajak dan persepsi wajib pajak sebagai faktor yang memengaruhi kepatuhan. Selain
itu, penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
Kelurahan Korowelanganyar, Kabupaten Kendal, sehingga memberikan pendekatan yang lebih
spesifik serta mengombinasikan faktor internal dan eksternal dalam menganalisis kepatuhan
wajib pajak. Berbagai hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini
dirangkum dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu.

Variabel
Penelitian
X: Pengetahuan
Pajak, Sanksi
Pajak, Kepercayaan
Y: Kepatuhan WP

No Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian

Secara simultan
pengetahuan, sanksi,
dan kepercayaan
berpengaruh signifikan

1 Agea Ristiva Ristamada
(2025)

Pengaruh Pengetahuan
Pajak, Sanksi Pajak, dan
Tingkat Kepercayaan
kepada Pemerintah

terhadap Kepatuhan
dalam Membayar PBB

terhadap kepatuhan
wajib pajak

2 Sri Ayem (2025) Pengaruh Persepsi, X: Persepsi, Secara parsial dan
Pengetahuan, dan Pengetahuan, simultan semua
Kesadaran Wajib Pajak ~ Kesadaran variabel berpengaruh
terhadap Penghindaran Y: Penghindaran signifikan, kesadaran
Pajak Pajak paling dominan

3 Nandrian Hanifan Pengaruh Kesadaran, X: Kesadaran, Secara parsial dan

(2025) Pengetahuan, dan Pengetahuan, simultan semua

Sanksi terhadap Sanksi variabel berpengaruh
Kepatuhan WP Badan Y: Kepatuhan WP signifikan, kesadaran
dalam Membayar PPh paling dominan
UMKM

4 Putri Oktaviani (2024) Pengaruh Kesadaran X: Kesadaran, Sanksi dan
Wajib Pajak, Sanksi Sanksi, pengetahuan
Pajak, dan Pengetahuan  Pengetahuan berpengaruh positif,
Pajak terhadap Y: Kepatuhan WP kesadaran tidak
Kepatuhan WP Orang berpengaruh
Pribadi di KPP Pratama
Rungkut

5 Endah Nurhayati Dwi Pengaruh Pemahaman X: Pemahaman, Semua variabel

Puspitasari (2024) Pajak, Kesadaran Pajak, Kesadaran, Sanksi  berpengaruh positif
dan Sanksi Pajak Y: Kepatuhan WP dan signifikan terhadap
terhadap Kepatuhan kepatuhan wajib pajak
Wajib Pajak
Sumber: Disarikan dari berbagai jurnal tahun 2026.
1057 INISIATIF - VOLUME. 5, NOMOR. 4, OKTOBER 2026



E-ISSN : 2962-0813 ; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 1052-1072

3. METODE PENELITIAN
Tempat/Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Korowelanganyar Kecamatan Cepiring, Kabupaten
Kendal, yang menjadi lokasi pengambilan data penelitian. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan
pada pertimbangan bahwa masih terdapat permasalahan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak
yang belum merata, sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Objek dalam penelitian ini
adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, persepsi wajib
pajak, dan sanksi pajak. Penelitian ini berfokus pada perilaku wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Metode Pengumpulan Data
Data Primer

Pada penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yaitu dengan
cara menyebarkan kuesioner secara langsung yang didalamnya terdapat seperangkat
pernyataan tertulis untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari responden terkait.
Penyusunan kuesioner dibantu dengan adanya skala pengukuran yang disebut dengan skala
likert Melalui skala likert inilah, variabel penelitian akan diukur dan dijabarkan menjadi
indikator variabel. Berikut ini adalah 5 tingkatan skala yang menjadi opsi pilihan responden
dalam memilih jawaban yang dianggap sesuai yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. Skor Jawaban Kuesioner.

Skala Jawaban Nilai
Sangat Setuju (SS) 5
Setuju (S)
Netral (N)
Tidak Setuju (TS)
Sangat Tidak Setuju (STS)

PN WS

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui

sumber-sumber yang telah ada, seperti dokumen, laporan, arsip, buku, jurnal ilmiah, maupun
publikasi resmi lainnya, yang relevan dengan tujuan penelitian.
Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik
analisis data menggunakan statistik deskriptif (Sugiyono, 2018), Penelitian kuantitatif
merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan

data berbentuk angka dan dianalisis menggunakan statistik.
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Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif, yaitu untuk menggambarkan
kondisi variabel serta menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, persepsi wajib
pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Korowelanganyar, Kabupaten Kendal. Pemilihan
lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki jumlah
wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang cukup banyak serta masih terdapat
permasalahan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum merata, sehingga relevan untuk
diteliti.. Penelitian ini dilaksanakan pada periode April — Selesai.

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling
Populasi

Populasi dalam penelitian dapat dipahami sebagai keseluruhan objek atau subjek yang
memiliki karakteristik dan kualitas tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh
peneliti untuk dianalisis, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan
(Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan mencakup seluruh wajib
pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tercatat di Desa/Kelurahan Korowelanganyar,
Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Berdasarkan data informasi desa/kelurahan
Kabupaten Kendal, jumlah wajib pajak PBB yang menjadi populasi penelitian adalah sebanyak
1.417 orang.
Sampel

Sampel merupakan sebagian dari keseluruhan populasi yang dipilih berdasarkan
karakteristik tertentu dan digunakan sebagai representasi dalam penelitian (Sugiyono, 2018).
Penggunaan sampel diperlukan apabila jumlah populasi yang diteliti cukup besar sehingga
peneliti mengalami keterbatasan dalam mengamati seluruh anggota populasi, baik karena
pertimbangan waktu, tenaga, maupun biaya. Oleh sebab itu, sampel dapat digunakan untuk
memperoleh data yang mampu menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Dalam
penelitian ini, populasi yang menjadi sasaran penelitian terdiri atas 93 wajib pajak Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) yang berada di Desa Korowelanganyar, Kecamatan Cepiring.
Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel
yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai Teknik sampling yang digunakan.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode

purposive sampling Sugiyono, (2018).
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Definisi Operasional
Definisi operasional adalah penjelasan rinci tentang bagaimana suatu variabel atau
konsep abstrak akan diukur dan diamati dalam penelitian, dengan menetapkan prosedur,
indikator, dan alat ukur spesifik agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antar peneliti dan
pembaca, sehingga memastikan konsistensi dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2018).
Teknik Analisi Desain Sistem
Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel
keputusan pembelian, promosi, kualitas produk, dan harga berdasarkan nilai rata-rata (mean)
dan distribusi frekuensi jawaban responden.
Uji Validitas
Uji validitas menunjukan suatu ukuran tingkat kevalidan atau ketetapan suatu
instrument, suatu instrument yang memiliki validitas yang tinggi maka dapat dinyatakan valid.
Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu mengungkapkan
sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan
setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya (Arikunto, 2019).
Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas menggunakan alat ukur yang sama dengan uji validitas yaitu SPSS
dengan menggunakan pengujian Cronbach’s Alpha. Terdapat kriteria penilaian uji reliabilitas,
diantaranya: (a) Jika hasil penelitan pada tabel Reliability statistics item pada kolom
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items > 0,6 maka kuesioner penelitian dinyatakan
reliabel. (b) Jika hasil penelitan pada tabel Reliability statistics item pada kolom Cronbach's
Alpha Based on Standardized Items > 0,6 maka kuesioner penelitian dinyatakan tidak reliabel.
Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui apakah model regresi yang
diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Jika telah memenuhi asumsi klasik,
berarti model regresi ideal (tidak bias) (Best Linier Unbias Estimator/ BLUE) (Ghozali, 2021).
Uji Hipotesis
a. Uji Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengidentifikasi hubungan
serta arah pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui
analisis ini, dapat diketahui apakah masing-masing variabel bebas memberikan

pengaruh yang bersifat positif maupun negatif terhadap variabel terikat. Adapun



Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi

1061

dan Bangunan di Kelurahan Korowelanganyar

persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Y=a+b1X1+b2X2+h3X3+bh4X4+e

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kebijakan Pajak

X3 = Persepsi Wajib Pajak

X4 = Sanksi Pajak

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = error

Uji t

Tahapan pelaksanaan pengujian menggunakan uji t dapat dilakukan melalui
beberapa langkah sebagai berikut:

1) Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar o= 5% atau 0,05. Nilai tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan dalam pengambilan
keputusan penelitian adalah sebesar 95%, sedangkan batas toleransi kesalahan yang
ditetapkan adalah sebesar 5%.

2) Menghitung Uji t

rvn — 2

U hitung = 1— 2
Keterangan:
r : Koefisien korelasi
n :Jumlah sampel
3) Kriteria pengambilan keputusan
HO ditolak dan Ha diterima jika thitung >ttabel dan t statistik < 0,05
HO diterima dan Ha ditolak jika thitung < ttabel dan t statistik > 0,05
Uji F
Tahapan pengujian menggunakan uji F dilakukan melalui beberapa langkah
sebagai berikut:
1) Menentukan tingkat signifikansi sebesar o = 5%
Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 sebagai dasar
dalam pengambilan keputusan. Tingkat signifikansi tersebut menunjukkan bahwa

penelitian memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95%, dengan batas toleransi
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kesalahan sebesar 5%. Artinya, hasil pengujian statistik digunakan untuk
menentukan apakah variabel independen secara simultan memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependen.
2) Menghitung Uji F (F-test)
R?/k
Fritung = Y T
(1-R?)/(n—-k—-1)

Keterangan:
R? : Koefisien determinasi gabungan
k :Jumlah variabel independen
n :Jumlah sampel
3) Membandingkan Fhitung dengan Frabel
4) Jika Fhitung < Ftabel maka HO diterima dan Ha ditolak
5) Jika Fhitung > Ftabel maka HO ditolak dan Ha diterima
d. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R?) digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh
model yang terbentuk dapat menerangkan kondisi yang sebenarnya. Dapat juga
diinterpretasikan sebagai besaran proporsi (presentase) dari keragaman Y yang
diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel
bebas X terhadap terhadap keragaman variabel tidak bebas Y (Sugiyono, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Hasil analisis faktor dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:
Tabel 4. Hasil Uji Validitas.

Variabel Item R hitung Keterangan

Kesadaran Wajib Pajak (X1) X1.1 0,641 Valid
X1.2 0,742 Valid
X1.3 0,724 Valid
X1.4 0,747 Valid
X1.5 0,668 Valid
X1.6 0,702 Valid
X1.7 0,737 Valid
X1.8 0,526 Valid
X1.9 0,615 Valid
X1.10 0,696 Valid

Kebijakan Pajak (X2) X2.1 0,758 Valid
X2.2 0,719 Valid
X2.3 0,715 Valid

X2.4 0,661 Valid
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X2.5 0,685 Valid
X2.6 0,639 Valid
X2.7 0,629 Valid
X2.8 0,757 Valid
X2.9 0,649 Valid
X2.10 0,709 Valid
Persepsi Wajib Pajak (X3) X3.1 0,663 Valid
X3.2 0,658 Valid
X3.3 0,733 Valid
X3.4 0,738 Valid
X35 0,735 Valid
X3.6 0,671 Valid
X3.7 0,773 Valid
X3.8 0,769 Valid
X3.9 0,710 Valid
X3.10 0,751 Valid
Sanksi Pajak (X4) X4.1 0,594 Valid
X4.2 0,664 Valid
X4.3 0,793 Valid
X4.4 0,729 Valid
X4.5 0,707 Valid
X4.6 0,701 Valid
X4.7 0,691 Valid
X4.8 0,746 Valid
X4.9 0,754 Valid
X4.10 0,697 Valid
Kepatuhan Wajib Pajak () Y1 0,570 Valid
Y2 0,585 Valid
Y3 0,604 Valid
Y4 0,594 Valid
Y5 0,562 Valid
Y6 0,647 Valid
Y7 0,598 Valid
Y8 0,613 Valid
Y9 0,644 Valid
Y10 0,623 Valid

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas terhadap 93 responden, diperoleh nilai r
tabel = 0,204 (df =n—2 =91, a = 0,05). Suatu item dinyatakan valid apabila r hitung > r tabel
(0,204). hasil uji validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), seluruh item pernyataan
memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,204. Nilai r hitung berkisar antara 0,526
sampai dengan 0,747. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh butir pernyataan pada variabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1) dinyatakan valid sehingga dapat digunakan sebagai instrumen
dalam penelitian. Pada variabel Kebijakan Pajak (X2), nilai r hitung setiap item berada pada
rentang 0,629-0,758. Nilai tersebut seluruhnya lebih besar daripada r tabel sebesar 0,204,
sehingga seluruh pernyataan pada variabel Kebijakan Pajak memenuhi kriteria validitas.
Selanjutnya, hasil pengujian pada variabel Persepsi Wajib Pajak (X3) menunjukkan nilai r
hitung berkisar antara 0,658-0,773. Karena setiap nilai r hitung melampaui nilai r tabel sebesar
0,204, seluruh butir pernyataan pada variabel tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan
sebagai alat ukur penelitian. Pada variabel Sanksi Pajak (X4), nilai r hitung yang diperoleh

berada dalam rentang 0,594-0,793. Seluruh nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan r tabel

1063| INISIATIF - VOLUME. 5, NOMOR. 4, OKTOBER 2026



E-ISSN : 2962-0813 ; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 1052-1072

sebesar 0,204. Dengan demikian, seluruh item pernyataan variabel Sanksi Pajak telah
memenuhi kriteria validitas dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.
Sementara itu, hasil uji validitas terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan
bahwa nilai r hitung setiap item berada antara 0,562—0,647. Seluruh nilai tersebut lebih besar
daripada r tabel sebesar 0,204, sehingga seluruh pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib

Pajak dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reabilitas
Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas.
No Variabel Cronbach CronbachAlpha Keterangan
1 N . Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak > 0,60 0,013
(X1)
2 Kebijakan Pajak (X2) > 0,60 0,918 Reliabel
3 Persepsi Wajib Pajak (X3)  >0,60 0,928 Reliabel
4 Sanksi Pajak (X4) > 0,60 0,923 Reliabel
5 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) >0,60 0,878 Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib
Pajak (X1) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,913, variabel Kebijakan Pajak (X2)
sebesar 0,918, variabel Persepsi Wajib Pajak (X3) sebesar 0,928, variabel Sanksi Pajak (X4)
sebesar 0,923, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak () sebesar 0,878.

Seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,70.
Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki
tingkat konsistensi yang sangat baik dalam mengukur konstruk yang diteliti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang
digunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib
Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel sehingga layak digunakan
dalam analisis data selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel 6. Hasil Uji Normalitas.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N 93
Normal Parametersa? Mean .0000000
Std. Deviation 527
Most Extreme Differences Absolute .066
Positive .058

Negative -.066
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Test Statistic .066
Asymp. Sig. (2-tailed) 791°
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-
Smirnov Test pada residual model regresi, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,791.
Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga menunjukkan bahwa residual
model regresi berdistribusi normal. Selain itu, nilai statistik Kolmogorov-Smirnov sebesar
0,066 menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi data terhadap distribusi normal relatif
kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah
memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji Multikolonieritas
Tabel 7. Uji Multikolonieritas.

Collinearity Statistics

Model Tolerance VIF

1 Kesadaran Wajib Pajak 0,941 1.063
Kebijakan Pajak 0,919 1.088
Persepsi Wajib Pajak 0,975 1.026
Sanksi Pajak 0,951 1.051

Nilai toleransi dan VIF dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya
multikoliniearitas. Tidak terjadi multikoliniearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan
nilai VIF lebih kecil dari 10. Berikut ini adalah hasil pengujian multikoliniearitas menunjukan
nilai sebagai beikut: (a) Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas, variabel Kesadaran
Wajib Pajak (X1) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,941 dan nilai VIF sebesar 1,063. Nilai
Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak mengalami gejala multikolinearitas.
(b) Variabel Kebijakan Pajak (X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,919 dan nilai VIF
sebesar 1,088. Nilai tersebut memenuhi kriteria Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, sehingga
variabel Kebijakan Pajak tidak mengalami gejala multikolinearitas. (c) Variabel Persepsi
Wajib Pajak (X3) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,975 dan nilai VIF sebesar 1,026. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat dengan variabel
independen lainnya sehingga tidak terjadi multikolinearitas. (d) Variabel Sanksi Pajak (X4)
memiliki nilai Tolerance sebesar 0,951 dan nilai VIF sebesar 1,051. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak tidak mengalami gejala multikolinearitas.
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Uji Heteroskedastisitas
Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas.

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 1.237 439 2.815 .006
Kesadaran Wajib Pajak .042 .050 102 .842 402
Kebijakan Pajak .057 051 136 1.126 .263
Persepsi Wajib Pajak .034 .052 .079 .654 515
Sanksi Pajak .051 .050 122 1.018 311

a. Dependent Variable: Abs_RES
Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser pada diketahui bahwa

seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Variabel Kesadaran Wajib
Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,402, variabel Kebijakan Pajak (X2) sebesar
0,263, variabel Persepsi Wajib Pajak (X3) sebesar 0,515, dan variabel Sanksi Pajak (X4)
sebesar 0,311.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang
berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, model regresi tidak
mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga memenuhi salah satu asumsi Kklasik regresi
linier berganda.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 1.581 .562 2.813 .006
Kesadaran Wajib Pajak 141 .048 198 2.986 .004
Kebijakan Pajak 211 .048 291 4.374 .000
Persepsi Wajib Pajak 231 .044 .356 5.289 .000
Sanksi Pajak 211 .045 314 4.655 .000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda pada tabel terdapat persamaan

regresi sebagai berikut:
Y =a+blX1+hb2X2+hb3X3 +e
Y =1.581+ 0.141X1+ 0.211X2 + 0.231X3 + 0.211X4
Konstanta: Nilai konstanta sebesar 1,581 menunjukkan bahwa apabila variabel
Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak dianggap
konstan atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,581. Kesadaran Wajib
Pajak (X1): Koefisien regresi sebesar 0,141 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Kesadaran

Wajib Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,141
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satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Kebijakan Pajak (X2): Koefisien regresi sebesar
0,211 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Kebijakan Pajak sebesar satu satuan akan
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,211 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Persepsi Wajib Pajak (X3): Koefisien regresi sebesar 0,231 menunjukkan bahwa setiap
peningkatan Persepsi Wajib Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib
Pajak sebesar 0,231 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Sanksi Pajak (X4): Koefisien
regresi sebesar 0,211 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sanksi Pajak sebesar satu satuan
akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,211 satuan dengan asumsi variabel lain
tetap. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai konstanta sebesar 1,581.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak,
Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak dianggap tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak memiliki
nilai sebesar 1,581.

Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,141 menunjukkan adanya
hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi variabel Kebijakan Pajak
sebesar 0,211 menunjukkan bahwa semakin baik kebijakan perpajakan yang diterapkan, maka
Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Variabel Persepsi Wajib Pajak memiliki koefisien
regresi terbesar yaitu 0,231, yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak memberikan
kontribusi paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel
Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,211 yang menunjukkan bahwa penerapan
sanksi yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Seluruh koefisien regresi bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan
Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak akan
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis
Uji t
Terdapat dua kriteria pengujian untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual atau parsial dalam menjelaskan variabel dependen:
Nilai t tabel diperoleh dari:
oa=0,05
n=293
k=4
df=n—k—1=93—4—-1=88
Nilai t tabel = 1,987

1067| INISIATIF - VOLUME. 5, NOMOR. 4, OKTOBER 2026



E-ISSN : 2962-0813 ; P-ISSN : 2964-5328, Hal. 1052-1072

Tabel 10. Hasil Uji t.

Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 1.581 562 2.813 .006
Kesadaran Wajib Pajak 141 .048 198 2.968 .004
Kebijakan Wajib Pajak 211 .048 291 4.374 .000
Persepsi Wajib Pajak 231 .044 .366 5.289 .000
Sanksi Pajak 211 .045 314 4.655 .000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian pada diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh secara

parsial antara variabel X1, X2, X3, X4 terhadap Y Maka uji hipotesis dapat diasumsikan
sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y):
Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,141, nilai t hitung sebesar
2,968, dan nilai signifikansi sebesar 0,004. Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (2,968 >
1,987) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,004 < 0,05). Dengan demikian, variabel
Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kesimpulan Hi diterima. Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (), sehingga H1 diterima.

Pengaruh Kebijakan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Berdasarkan hasil
analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,211, nilai t hitung sebesar 4,374, dan nilai
signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (4,374 > 1,987) dan nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, variabel Kebijakan Pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan hipotesis H:
diterima. Kebijakan Pajak (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Y), sehingga H2 diterima

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Berdasarkan
hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,231, nilai t hitung sebesar 5,289, dan
nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (5,289 > 1,987) dan
nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, variabel Persepsi
Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan
hipotesis Hs diterima. Persepsi Wajib Pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (), sehingga H3 diterima.

Pengaruh Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y): Berdasarkan hasil
analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,211, nilai t hitung sebesar 4,655, dan nilai
signifikansi sebesar 0,000. Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel (4,655 > 1,987) dan nilai
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signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian, variabel Sanksi Pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kesimpulan hipotesis Ha
diterima. Sanksi Pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (), sehingga H4 diterima.
Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama
(simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan
untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kebijakan Pajak (X2), Persepsi
Wiajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
(Y).

Tabel 11. Uji F.
ANOVA?
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1  Regression 28.615 4 7.154 25.910 .000P
Residual 24.302 88 0.276
Total 52.917 92

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajip Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 25,910 dengan tingkat
signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung lebih besar daripada F tabel (25,910 > 2,48) dan nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil
analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 25,910 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena:
F hitung > F tabel (25,910 > 2,48). Sig. < 0,05 (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa
Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 7362 541 .520 .526
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajip Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada Tabel 4.15 diketahui bahwa nilai
R Square sebesar 0,541. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak,
Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama mampu

menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 54,1%, sedangkan sisanya sebesar 45,9%
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dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, diperoleh nilai Adjusted
R Square sebesar 0,520 yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap
jumlah variabel independen dan jumlah sampel penelitian, kemampuan model dalam
menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 52,0%. Dengan demikian, model
penelitian memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perubahan Kepatuhan
Wiajib Pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan
Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di
Korowelanganyar, serta berdasarkan hasil analisis data menggunakan regresi linier berganda,
maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak PBB di Korowelanganyar. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai
t hitung sebesar 2,968, lebih besar daripada t tabel sebesar 1,987, serta nilai signifikansi 0,004
< 0,05. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman dan kesadaran
wajib pajak terhadap pentingnya menjalankan kewajiban perpajakan akan diikuti oleh
meningkatnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB).

Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
PBB di Korowelanganyar. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,374 yang lebih
besar daripada t tabel sebesar 1,987 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian,
kebijakan perpajakan yang jelas, mudah dipahami, dan memberikan kemudahan kepada
masyarakat mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya.

Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak PBB di Korowelanganyar. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,289 dengan
nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Variabel ini juga memiliki nilai koefisien beta terbesar
dibandingkan variabel independen lainnya, sehingga menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak
merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin
positif persepsi wajib pajak terhadap sistem dan pelayanan perpajakan, maka semakin tinggi
pula tingkat kepatuhannya.

Sanksi pajak terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
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Korowelanganyar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 4,655 lebih
tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 1,987, sedangkan nilai signifikansi sebesar
0,000 berada di bawah batas 0,05. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tegas dan
tepat penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan, semakin tinggi pula dorongan
wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran PBB secara tepat.

Kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, persepsi wajib pajak, dan sanksi pajak secara
bersama-sama terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Korowelanganyar. Berdasarkan
hasil uji simultan (uji F), diperoleh nilai F hitung sebesar 25,910 yang lebih tinggi
dibandingkan F tabel sebesar 2,48. Selain itu, nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari
0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara serentak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Dengan demikian,
peningkatan kesadaran, kebijakan perpajakan yang tepat, persepsi yang baik, serta penerapan
sanksi pajak secara bersama-sama dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban PBB. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai
R Square sebesar 0,541, yang berarti bahwa 54,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat
dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan
Sanksi Pajak. Sementara itu, 45,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model
penelitian yang tidak diteliti, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, pengetahuan
perpajakan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, maupun faktor lainnya.
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